
  

 

BUPATI  MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR  64  TAHUN 2019 

TENTANG 

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, 

SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  MAGETAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap 

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

  b. bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan 

Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan 

Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

di Kabupaten Magetan sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan Pasal Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, sehingga perlu diganti; 

SALINAN 
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  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan Kepala 

Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

  d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);   

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091); 
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  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  9. Peraturan Bupati Nomor 57  Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 

62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 57  Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN 

TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS 

DESA  DAN PERANGKAT DESA LAINNYA. 

 

Pasal 1 

 

(1) Penghasilan tetap diberikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. 

(2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagai berikut: 

a. Kepala Desa, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah); 

b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta 

tiga ratus ribu rupiah); 

c. Perangkat Desa lainnya: 

1. Perangkat Desa yang menjabat Kepala Urusan, 

Kepala Seksi, atau Kamituwo sebesar Rp. 

2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah); 

2. Perangkat Desa yang menjadi Staf Kepala 

Urusan/Kepala Seksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu 

juta rupiah). 
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(3) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk 

mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber  lain 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selain 

Dana Desa. 

 

Pasal 2 

 

Pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (2) diberikan paling lambat terhitung 

mulai bulan Januari 2020. 

 

Pasal 3 

 

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Desa dan Perangkat 

Desa menerima tunjangan yang sah dan dianggarkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

bersumber dari selain Dana Desa. 

(2) Jenis dan besaran tunjangan Kepala  Desa  dan  

Perangkat  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(3) Kepala Desa dalam menetapkan  jenis dan besaran 

tunjangan Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  harus 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.  

 

Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah 

kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 27) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

 

Ditetapkan di  Magetan 

pada tanggal 12 Desember 2019                  

 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

S U P R A W O T O 

 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 12 Desember 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

   TTD 

BAMBANG TRIANTO 

 

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 64 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si 

Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004 

 

 

 


